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Walikota  Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 34 TAHUN  2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan BAB X Pasal 12

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bogor Tahun 2015-2019 bahwa
penyusunan Indikator Kinerja Tujuan
merupakan salah satu unsur dari Kinerja
Utama;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kota Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia);

18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

22. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
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25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 160);

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).

29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3
Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2
Seri D);
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30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011
Nomor 2 Seri E);

31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bogor
Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KOTA BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah DPRD Kota Bogor.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Bogor.

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
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7. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara
dan masyarakat di tingkat daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2015-2019
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
5 lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah
yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

11. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD
adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima)
tahun.

12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD
untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku
kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan
daerah.

14. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi
kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja.

15. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah
direncanakan.
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16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

17. Program adalah penjabaran kegiatan OPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi OPD.

18. Kinerja lnstansi Pemerintah adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi
pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

19. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar,
rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja
yang telah ditetapkan.

20. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan
perkembangan kinerja peiaksanaan kegiatan atau program
dengan menggunakan infomasi: (I) hasil pengukuran kinerja,
dan (2) identifikasi, analisis, serta antisipasi masalah
yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil
tindakan sedini mungkin.

21. lndikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

22. Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) diselenggarakan
oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka
peningkatan efisiensi dan efektivitas penerapan TIK di institusi
penyelenggara negara. Dimensi PeGI mencakup Kebijakan,
Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan.
Rentang hasil PeGI adalah sebagai berikut:
3,60 - 4,00 = Sangat Baik; 2,60 - <3,60 = Baik;
1,60 - <2,60 = Kurang; 1,00 - < 1,60 = Sangat Kurang.

23. Sarana kreativitas yaitu gelanggang olahraga, taman kreasi,
sanggar seni budaya, balai pelatihan.

24. Genangan adalah banjir sementara yang kurang dari 24 jam.
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25. Gini Ratio adalah salah satu ukuran yang paling sering
digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara
menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1,
dengan kriteria sebagai berikut:
G < 0,3 = ketimpangan rendah; 0,3 ≤ G ≤ 0,5    = ketimpangan
sedang; G > 0,5 = ketimpangan tinggi

26. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu metode
yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi
atau ketersediaan pangan. Dengan pendekatan PPH
dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor
pangan. Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan
situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik
komposisi dan mutu gizinya.

27. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan
WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani
dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat
waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan
gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh)
menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan
dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

28. Ruang terbuka publik adalah ruang terbuka yang terdapat
pada lahan milik publik berupa ruang milik jalan
dan pedestrian.

29. Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada komponen
Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%),
Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), serta Capaian
Kinerja (20%).  Kategori penilaian SAKIP adalah sebagai
berikut:
AA = Sangat Memuaskan; A = Memuaskan; BB = Sangat Baik;
B = Baik; CC = Cukup; C = Kurang; D = Sangat Kurang

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Visi dan Misi

Pasal 2

(1) Visi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah “Kota Bogor
yang nyaman, beriman, dan transparan”.
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(2) Misi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah:

a. menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan
teknologi informasi dan komunikasi;

b. menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur;

c. menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan;

d. menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi
pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif;

e. mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan;

f. mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan
untuk mewujudkan masyarakat madani.

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Misi RPJMD Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) dijabarkan dalam masing-masing tujuan dan sasaran.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah
bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang
urusan pemerintahan daerah dengan rumusan sasaran
serta indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan
program prioritas pembangunan jangka menengah daerah.
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Bagian Kedua
Program Pembangunan Daerah

Pasal 5

(1) Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan
program prioritas yang secara khusus berhubungan
dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

(2) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu:
a. penataan Taransportasi dan Angkutan Umum;
b. penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota;
c. penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
d. penataan Ruang Publik, Taman, dan Ruang Terbuka

Hijau;
e. transformasi Budaya dan Reformasi Birokrasi;
f. penanggulangan kemiskinan.

(3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dijabarkan menjadi berbagai program antara lain:
a. program prioritas (yang berkorelasi langsung

dengan pencapaian enam bidang prioritas);
b. program wajib (program-program untuk memenuhi

dan melaksanakan urusan wajib Pemerintah Daerah);
c. program rutin yang menjadi pendukung.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bagian Kesatu
Tujuan Indikator Kinerja Utama

Pasal 6

(1) Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah:
a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting

dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik;
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b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 7

Setiap OPD wajib menetapkan indikator kinerja utama
dilingkungan masing-masing.

Bagian Kedua
Pemilihan dan Pengembangan

Indikator Kinerja Utama

Pasal 8

(1) lndikator kinerja utama instansi pemerintah harus selaras
antar tingkatan unit organisasi.

(2) lndikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi
meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil
(outcome) dengan tatanan sebagai berikut:

a. lndikator kinerja utama pada tingkat Pemerintah Kota
sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome)
sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi;

b. lndikator kinerja utama pada unit organisasi
adalah indikator hasil (outcome) dan/atau keluaran
(output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output)
unit kerja di bawahnya.

Pasal 9

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus
mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu:

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), kebijakan umum,
dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
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b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;

c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja;

d. kebutuhan data statistik pemerintah.

Pasal 10

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan
OPD melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders).

Pasal 11

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi
karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna
pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

a. spesifik;

b. dapat dicapai;

c. relevan;

d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;

e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 12

(1) Pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama wajib
menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan,
keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi
kinerja yang handal.

(2) Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak
negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan,
pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi
di atasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut
untuk perbaikan.
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Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 13

Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk:

a. perencanaan tahunan;

b. penyusunan dokumen penetapan kinerja;

c. pelaporan akuntabilitas kinerja;

d. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan

e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan-kegiatan.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Koordinasi

Pasal 14

Pimpinan OPD melakukan:

a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator
kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja
dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya
baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

BAB V
KETENTUAN  PENUTUP

Pasal 15

(1) Peraturan Walikota ini merupakan satu kesatuan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Bogor 2015 – 2019.
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(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Agustus 2016

WALIKOTA  BOGOR,
Ttd.

BIMA  ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.

ADE  SARIP  HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN  2016 NOMOR 25 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001






